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ABSTRAK

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik yang berlandaskan pada Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi acuan untuk memenuhi hak masyarakat
dalam memperoleh informasi publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Provinsi Bangka Belitung. Dengan
metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
dokumentasi, dan wawancara dengan informan terkait yaitu PPID Utama, PPID
Pembantu, Komisi Informasi Provinsi, dan pemohon informasi. Data dianalisis
melalui beberapa tahapan yaitu kondensasi data, reduksi data, penyajian data, serta
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama di Provinsi Bangka Belitung telah menunjukkan hasil
yang cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh
PPID Utama. Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran yang menyebabkan
tidak adanya pelatihan untuk PPID Pembantu. Selain itu, terbatasnya sumber daya
manusia dan masih adanya keterlambatan dalam memberi informasi karena PPID
Pembantu membutuhkan waktu untuk menjawab permohonan informasi agar
informasi yang diberikan sesuai. Hal ini menghambat PPID dalam melaksanakan
tugas penyampaian informasi publik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Informasi Publik, PPID Utama
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ABSTRACT

The Public Information Service Policy which is based on Law Number 14 of
2008 is a reference for fulfilling the public's right to obtain public information. The
aim of this research is to determine the Implementation of Public Information
Service Policy by the Main Information and Documentation Management Officer
(PPID) in Bangka Belitung Province. Using descriptive qualitative methods, data
collection was carried out through observation, documentation and interviews with
relevant informants, namely the Main PPID, Assistant PPID, Provincial
Information Commission and information applicants. Data was analyzed through
several stages, namely data condensation, data reduction, data presentation, and
drawing conclusions. The research results show that the implementation of public
information service policies by the Main Information and Documentation
Management Officer (PPID) in Bangka Belitung Province has shown quite good
results. However, there are still a number of obstacles faced by the Main PPID.
These obstacles include budget limitations which result in no training for Assistant
PPIDs. Apart from that, human resources are limited and there are still delays in
providing information because the Assistant PPID needs time to answer requests
Jfor information so that the information provided is appropriate. This hampers PPID
in carrying out its duties in conveying public information.

Keyword: Main PPID, Policy Implementation, Public Information Services
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir, agenda pembangunan global telah berfokus
pada Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah inisiatif yang dirancang oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghadapi berbagai tantangan global.
Salah satu elemen kunci dalam mencapai SDGs adalah pelayanan publik, yang diakui
sebagai pilar utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini,
kualitas pelayanan publik menjadi aspek yang sangat penting karena berhubungan
langsung dengan kapasitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
(Hakeu & Alim, 2024). Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi di mana salah satu
komponen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka adalah hak publik
untuk mendapatkan informasi sesuai dengan undang-undang. Hak untuk mengakses
informasi publik, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, serta kebebasan
berekspresi merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang menjamin
keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian,
pemerintahan dapat menjadi lebih responsif terhadap aspirasi rakyat dan mewujudkan
kesejahteraan bersama (Chairunnisa et al., 2023).

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor utama
dalam meningkatkan aksesibilitas serta efisiensi pelayanan publik agar pelayanan
publik tetap dapat berjalan dengan aman dan berintegritas (Hakeu & Alim, 2024).
Selama kampanye, Prabowo dan Gibran menekankan bagaimana visi politik
memengaruhi arah dan implementasi kebijakan pembangunan, termasuk program Asta

Cita yang menjadi landasan visi mereka. Salah satu strategi utama yang digunakan



adalah pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi publik (Nanda
Aulia Rahmawati et al., 2024). Menurut Gordon B. Davis, informasi didefinisikan
sebagai data yang telah diproses sehingga menjadi bentuk yang bermanfaat bagi
penggunanya, serta memiliki nilai pemikiran yang signifikan untuk pengambilan
keputusan, baik saat ini maupun untuk masa depan. Definisi ini menyoroti pentingnya
pemrosesan data agar dapat menjadi informasi yang berguna dan bernilai bagi
pengguna, baik untuk kebutuhan saat ini maupun yang akan datang (Fitriani, 2023).
Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik, di mana masyarakat
berhak mendapatkan akses yang mudah terhadap informasi mengenai kebijakan dan
program pemerintah.

Hak atas keterbukaan informasi adalah hak yang tak dapat dikurangi bagi seluruh
rakyat Indonesia. Peran keterbukaan informasi kini sangat krusial, mengingat pesatnya
penyebaran informasi melalui internet. Mudahnya informasi menyebar juga membuka
kemungkinan terjadinya penyebaran berita palsu atau hoax. Selain itu, tantangan dan
ancaman dari luar negeri juga memiliki pengaruh besar terhadap bangsa, terutama di
era globalisasi (Azka & Najicha, 2022). Menurut Sutanta (2003), pengelola informasi
harus memastikan bahwa informasi diterima dalam format dan waktu yang tepat agar
dapat digunakan secara efektif. Informasi ini jelas tidak bisa dipisahkan dari
mendukung berbagai aktivitas manusia (Maryanti et al., 2022).

Untuk mendukung pemerintahan yang lebih transparan, Pemerintah telah
menetapkan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik bertujuan menjamin

hak setiap individu dalam memperoleh informasi dalam menciptakan pemerintahan



yang terbuka dan akuntabel (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008). Pembuatan UU KIP merupakan upaya pemerintah untuk membuat kinerjanya
lebih transparan. Oleh karena itu, badan publik memiliki kewajiban untuk
menyediakan dan memenuhi permintaan informasi dengan cepat, tepat, biaya yang
ringan atau sebanding, serta dengan cara yang mudah. Selain itu, badan publik juga
memiliki kewajiban untuk terus memperbaiki sistem dokumentasi dan pelayanan
informasi agar semakin memudahkan akses bagi masyarakat (lvana & Kurniawan,
2022).

Beberapa tahun setelah diberlakukannya UU Keterbukaan Informasi Publik,
terbitlah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan
Informasi Publik di Provinsi Bangka Belitung. Perda ini menjadi panduan bagi
Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Perda ini mulai diberlakukan pada tahun 2019 hingga sekarang. Melalui Perda ini,
upaya pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik telah memiliki regulasi
yang kuat untuk diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya
di Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019).

Penerapan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki
beberapa tujuan utama. Pertama, menjamin hak masyarakat daerah dalam memperoleh
akses terhadap informasi publik. Kedua, memberikan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam menyelenggarakan layanan keterbukaan informasi. Ketiga, mendorong
sinergi antara pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelayanan publik.
Keempat, meningkatkan kualitas pengelolaan serta layanan informasi di lingkungan

Badan Publik agar lebih optimal. Kelima, memperkuat komitmen Pemerintah Daerah



dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel
(Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019).

Sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan informasi publik yang
akuntabel, transparan, efektif, dan efisien, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Keberadaan PPID menjadi langkah strategis dalam mengimplementasikan
keterbukaan informasi publik secara optimal. Pada Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, keberadaan PPID mempermudah dan memusatkan
proses perolehan informasi, sehingga mengurangi kesulitan dalam mengakses
informasi. Menurut Yovinus (2008), informasi publik yang tersedia dapat memberikan
dampak signifikan bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya perlu
mengetahui tetapi juga memahami kebijakan pemerintah dengan jelas (lvana &
Kurniawan, 2022).

Dalam upaya mengembangkan layanan informasi, memastikan bahwa
kebutuhan pengguna terpenuhi melalui layanan yang tersedia menjadi hal yang krusial.
PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan akses informasi
publik melalui dua metode. Pertama, layanan langsung yang tersedia di meja
pelayanan informasi publik yang berlokasi di lantai | Kantor Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Air Itam. Kedua, layanan tidak langsung yang
dapat diakses melalui aplikasi PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

di situs web http://ppid.babelprov.go.id/.

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dirancang untuk

mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan informasi dari Pemerintah


http://ppid.babelprov.go.id/

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai badan publik, pemerintah memiliki

kewajiban untuk menyusun serta mempublikasikan daftar informasi publik secara

berkala, serta merta, dan setiap saat di website PPID (Laporan Tahunan PPID Badan

Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023). Berikut ini jumlah

informasi yang telah diunggah dan tersedia di portal tersebut:

Tabel 1. Daftar Informasi Publik Tahun 2024

Serta |Setiap
No Perangkat Daerah Berkala | Merta Saat Dikecualikan [Total
1 Sekretariat DPRD 367 0 64 0 431
2 Inspektorat 115 4 36 0 155
3 Dinas Pendidikan 112 15 132 0 259
4 Dinas Kesehatan 70 3 308 0 381
Dinas Sosial dan
5 | Pemberdayaan Masyarakat | 132 6 227 0 365
Desa
Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan
6 Perumahan Rakyat Kawasan 206 22 256 0 484
Permukiman
4 Dinas Energi Sumber Daya 198 1 7 0 996
Mineral
8 Dinas Perhubungan 116 0 21 0 137
9 Dinas Komunl_ka3| dan 9% 0 84 0 180
Informatika
Dinas Pariwisata
Kebudayaan dan
10 Kepemudaan Olahraga 359 4 26 0 389
Dinas Penanaman Modal,
11 Pelayanan Terpadu Satu 241 0 239 0 480
Pintu
12 Dinas Tenaga Kerja 196 32 87 315
13| Dinas Koperasi, UMKM 89 1 128 218
14 Dinas Perindustrian dan 307 1 564 0 872
Perdagangan
Dinas Pertanian dan
15 Ketahanan Pangan 264 137 50 0 451




Serta |Setiap
No Perangkat Daerah Berkala |Merta | Saat |Dikecualikan [Total
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
16 | Anak, Catatan Sipil dan 233 0 34 0 267
Keluarga Berencana
17 Dinas Kglautan dan 196 3 134 0 263
Perikanan
Dinas Lingkungan Hidup
18 dan Kehutanan 179 2 262 0 443
19 Dinas Kearsipan dan 148 3 29 0 180
Perpustakaan
20 | Satuan Polisi Pamong Praja 76 0 7 0 83
Badan Kepegawaian dan
21 |Pengembangan SDM Daerah| 123 35 73 0 231
22 Bappeda 72 3 170 0 245
23 | Badan Keuangan Daerah 133 21 103 0 257
24 Badan Penghubung 51 0 35 0 86
Badan Penanggulangan
25 Bencana Daerah 22 0 15 0 37
Badan Kesatuan Bangsa dan
26 Politik 108 1 7 0 116
UPTD.Rumah Sakit Jiwa
Dinas Kesehatan Provinsi
27 Kep. Bangka 41 13 112 0 166
Belitung
UPTD RSUD Dr. (H.C) Ir.
28 Soekarno Prov. Kep. Bangka 75 5 64 0 144
Belitung
29 Biro Pemerintah 44 286 0 0 330
30 | Biro Kesejahteraan Rakyat 98 0 123 0 221
31 Biro Hukum 20 0 3 0 23
Biro Perekonomian dan
32 Administrasi Pembangunan 111 0 2 0 113
33 |Biro Pengadaan Barang Jasa| 142 0 46 0 188
34 Biro Organisasi 57 0 164 221
35 Biro Umum 108 5 11 124
TOTAL 4835 603 3643 9081

Sumber:Laporan Tahunan PPID Tahun 2023




Daftar informasi publik ini berfungsi sebagai panduan utama bagi staf PPID dan
para pemohon informasi publik mengenai data yang disediakan oleh badan publik,
sesuai dengan kategori informasi publik yang berlaku. Agar tidak terjadi kesalahan
dalam pemahaman, informasi harus disajikan dengan jelas, mudah diartikan,
diklasifikasikan, disimpan, diakses, dan diperbarui oleh pihak penerima. Selain itu,
tanggapan dari pengguna informasi harus sejalan dengan tingkat detail informasi
(seperti khusus, terlindungi, atau akses terkontrol), karena pada umumnya orang lebih
menyukai informasi yang disajikan dengan cara menarik, bersahabat, dan memotivasi
pembaca (Fitriani, 2023). Namun, perlu diperhatikan bahwa data yang disajikan dalam
tabel menunjukkan keberagaman informasi dari satu perangkat daerah ke perangkat
daerah lainnya menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam pelaksanaan tugas
PPID.

Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2019, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) bertugas mengelola, mendokumentasikan, menyimpan, serta
menyediakan dan/atau memberikan layanan informasi di lingkungan badan publik.
Dalam praktiknya, PPID sering kali dijabat oleh pejabat struktural yang bertanggung
jawab atas layanan informasi dan dokumentasi atau kehumasan. Pada tingkat
pemerintah daerah, PPID secara kelembagaan terdiri dari PPID Utama serta PPID
Pembantu, yang menjalin hubungan kerja dalam pengelolaan pelayanan informasi
publik. PPID Utama Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dijabat oleh Kepala
Diskominfo Provinsi Bangka Belitung yang dalam pelaksanaannya tugas-tugas
operasional dan teknis PPID Utama ditangani oleh Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik  (Keputusan  Gubernur  Kepulauan  Bangka  Belitung  Nomor:

188.44/287/DISKOMINFO/2022). Namun terdapat tantangan yang dihadapi, terutama



berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi
publik. Berdasarkan wawancara awal terhadap ibu Ria Yohana selaku Sub Koordinator
Komunikasi Publik dan Kemitraan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Diskominfo Provinsi Bangka Belitung

Idealnya PPID Utama membutuhkan 3 staf admin yang khusus

menangani PPID Utama. Namun, saat ini hanya tersedia 2 staf

admin, yang juga harus menangani tugas-tugas administratif

lainnya di bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Wawancara,

RY, 2/8/2024).

Dari pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa PPID Utama juga memiliki
kendala mengenai keterbatasan sumber daya manusia yang seharusnya terdapat 3 staf
admin khusus menangani pengelolaan informasi publik pada PPID Utama, namun
kenyataannya hanya terdapat 2 staf admin yang mengurus tugas administratif lainnya.
Dalam hal ini menyebabkan terbatasnya alokasi waktu dan tenaga untuk menangani
tugas-tugas PPID Utama secara optimal. Keterbatasan SDM ini menunjukkan
perlunya penambahan staf yang secara khusus ditugaskan untuk menangani
administrasi PPID Utama agar mampu menjalankan tugasnya secara lebih efisien dan
profesional. Dengan adanya staf tambahan yang fokus pada PPID Utama, diharapkan
mampu menumbuhkan kepuasan masyarakat kepada pelayanan informasi pemerintah
daerah.

PPID Utama sebagai pengelola informasi publik harus mampu beradaptasi
dengan kemajuan terkini dan menjamin bahwa data yang disajikan tidak hanya tepat,
namun juga disampaikan dengan cara yang dapat meminimalisir kesalahpahaman,

terlebih di era digital saat ini bahwa keterbukaan informasi menghadapi tantangan



baru, seperti maraknya berita hoax dan disinformasi yang dapat membingungkan
publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas PPID Utama dalam menyaring dan
memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan menjadi semakin penting untuk
menjaga kredibilitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Selain itu,
ketepatan waktu dalam penyampaian informasi juga menjadi faktor penting untuk
menjaga kepercayaan publik. Masyarakat tentunya mengharapkan akses informasi
yang cepat dan tepat waktu, terutama terkait hal-hal yang berdampak langsung pada
mereka. Berdasarkan wawancara awal terhadap ibu Ria Yohana selaku Sub
Koordinator Komunikasi Publik dan Kemitraan di Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik Diskominfo Provinsi Bangka Belitung

Pernah terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada

pemohon. Keterlambatan ini disebabkan oleh OPD yang lambat

dalam memberikan jawaban kepada PPID Utama terkait

permintaan informasi (Wawancara, RY, 15/8/2024).

Hal ini menunjukkan adanya tantangan koordinasi antar OPD dalam menjaga
ketepatan waktu penyampaian informasi kepada publik yang bisa berdampak tidak
hanya menghambat pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, tetapi
juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan persepsi negatif dari pemohon
informasi terhadap pemerintah daerah. Keterlambatan ini bisa memberi kesan bahwa
proses penyampaian informasi kurang transparan atau tidak terorganisir dengan baik,
yang pada akhirnya dapat merusak kredibilitas PPID Utama sebagai pengelola utama
informasi publik. Hal ini PPID Utama perlu memperkuat koordinasi dengan OPD

terkait serta menegaskan pentingnya waktu dalam proses penyampaian informasi.
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Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan tersebut, dapat
disimpulkan kendala yang dihadapi oleh PPID Utama Provinsi Bangka Belitung yaitu
Pertama, adanya penyampaian informasi publik yang melampaui batas waktu yang
ditetapkan dalam kebijakan. Kedua, masyarakat dapat mengakses informasi publik
secara jelas dengan datang secara langsung maupun tidak langsung melalui website,
namun pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik oleh PPID Utama masih
belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas dalam
pengelolaannya.

Penelitian tentang PPID ini telah menarik perhatian banyak peneliti. Misalnya
dilihat dari aspek analisis penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik
(Chairunnisa et al., 2023), terdapat juga peneliti yang melihat dari aspek pelayanan
komunikasi dan informasi publiknya (Yusrizal & Huseno, 2023), ada juga yang
melihat PPID dari Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 (Wijaya Kusuma et al.,
2024), lalu ada penulis yang melakukan penelitian dari analisis peran komunikasi
internal PPID (Fajardinni, 2023) dan ada juga website PPID DPR RI (Saputra et al.,
2023).

Teori implementasi kebijakan sering digunakan untuk menilai pelaksanaan suatu
program. Pada implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, teori implementasi juga telah diterapkan
secara luas dalam penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya umumnya
menggunakan Teori Merilee S. Grindle (Chairunnisa et al., 2023), Teori Edward IlI
(Wijaya Kusuma et al., 2024), Teori Van Metter dan VVan Horn (Fajardinni, 2023) juga

(Syuaib, 2024), dan Teori Riant Nugroho (Saputra et al., 2023).
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Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa model penelitian implementasi yang
dikembangkan oleh Ripley dan Franklin belum banyak digunakan, terutama dalam
penelitian terkait PPID Utama. Selain itu, penelitian tentang pelaksanaan PPID Utama
di Provinsi Bangka Belitung juga masih terbatas. Sebagai contoh, di Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik pada Diskominfo Provinsi Bangka Belitung, belum ada
penelitian yang membahas bagaimana implementasi PPID Utama dilakukan. Dengan
demikian, penulis tertarik untuk menggali sejauh mana implementasi kebijakan PPID
Utama di Provinsi Bangka Belitung.

Berdasarkan permasalahan yang sudah ditemukan, penulis memutuskan untuk
mengangkat tema tentang PPID dengan judul skripsi “Implementasi Kebijakan
Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Utama di Provinsi Bangka Belitung”. Penulis berharap penelitian ini akan
bermanfaat bagi instansi terkait dalam memperkuat pelayanan informasi publik di
Provinsi Bangka Belitung, serta bermanfaat ke masyarakat umum bahwa adanya akses
informasi yang tersedia sehingga mempermudah dalam mencari informasi. Selain itu,
penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain dan para

akademisi yang ingin mendalami kebijakan keterbukaan informasi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PP1D) Utama di Provinsi Bangka Belitung
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2. Apa saja faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi
Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di

Provinsi Bangka Belitung

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan
Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Utama di Provinsi Bangka Belitung.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu mencakup manfaat teoritis dan juga

manfaat praktis:

1.  Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik oleh
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Provinsi
Bangka Belitung. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi
bagi peneliti berikutnya yang meneliti mengenai Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID).

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang
terlibat dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),

khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung.
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